
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan 

Nafkah Anak pada Penerapan Sanksi Tindak Penelantaran Perspektif Hukum 

Perdata dan Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl), 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan nafkah anak dalam penerapan sanksi tindak penelantaran 

pada Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl menunjukkan bahwa 

negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak 

melalui instrumen hukum pidana. Pemidanaan terhadap pelaku 

penelantaran anak merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan 

memberikan efek jera serta menegaskan bahwa kewajiban nafkah bukan 

hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum. Namun demikian, 

dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana belum sepenuhnya menjamin 

terpenuhinya hak nafkah anak secara langsung. Hal ini disebabkan karena 

ketika pelaku dijatuhi pidana penjara, kemampuan ekonomi pelaku menjadi 

terhambat, sehingga pemenuhan nafkah anak justru berpotensi tidak 

optimal dan bahkan tidak terpenuhi secara berkelanjutan. Dengan 

demikian, terdapat ketegangan antara tujuan pemidanaan dan tujuan 

perlindungan anak, khususnya dalam menjamin keberlangsungan nafkah. 

2. Ditinjau dari perspektif hukum perdata dan pidana Islam, perlindungan 

nafkah anak dalam putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bgl tersebut 

menunjukkan adanya dualisme pendekatan. Dalam hukum perdata, 

kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab mutlak ayah, melekat, dan 



 

 

 

tidak hapus meskipun terjadi perceraian maupun pemidanaan, yang harus 

tetap dipenuhi demi kepentingan terbaik anak. Kewajiban nafkah ini lebih 

menekankan pada tanggung jawab finansial yang dapat dipaksakan melalui 

putusan pengadilan, dengan orientasi pada pemenuhan hak anak secara 

konkret. Sementara dalam perspektif pidana Islam (fiqh jinayah), 

penelantaran anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang layak 

dikenakan sanksi (ta‟zir). Namun demikian, hukum Islam juga 

menekankan aspek kemaslahatan khususnya perlindungan terhadap 

keturunan (hifz al-nasl), sehingga sanksi ideal seharusnya tidak hanya 

bersifat menghukum, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak nafkah anak 

secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku 

penelantaran anak seharusnya tidak menghilangkan hak anak atas nafkah, 

melainkan tetap menjamin pemenuhannya melalui pendekatan yang lebih 

berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan nafkah anak pada 

penerapan sanksi tindak penelantaran dalam Putusan Nomor 

287/Pid.Sus/2025/PN Bgl, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada Penegak Hukum (Hakim) 

Penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan tidak hanya berorientasi 

pada aspek pemidanaan semata dalam menangani perkara penelantaran anak, 

tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan hak nafkah anak. Hakim perlu 

mengintegrasikan putusan pidana dengan mekanisme pemenuhan nafkah, 

seperti mewajibkan pelaku tetap memberikan nafkah atau menetapkan bentuk 



 

 

 

tanggung jawab finansial yang jelas. Hal ini penting agar putusan tidak hanya 

memberikan efek jera, tetapi juga menjamin kepentingan terbaik bagi anak. 

2. Kepada Pembentuk Kebijakan (Legislator) 

Perlu adanya pembaruan regulasi yang mengintegrasikan hukum pidana 

dan hukum perdata dalam kasus penelantaran anak, sehingga terdapat 

mekanisme yang jelas mengenai pemenuhan nafkah anak pasca pemidanaan. 

Legislator diharapkan dapat merumuskan aturan yang memberikan jaminan 

eksekusi nafkah anak, seperti melalui skema restitusi, kompensasi, atau 

pengawasan terhadap kewajiban nafkah setelah putusan berkekuatan hukum 

tetap. 

3. Kepada Lembaga Perlindungan Anak 

Lembaga perlindungan anak diharapkan lebih aktif dalam melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan terkait nafkah anak. Selain itu, perlu 

adanya pendampingan terhadap anak korban penelantaran, baik secara sosial, 

psikologis, maupun ekonomi, guna memastikan bahwa hak-hak anak tetap 

terpenuhi meskipun orang tuanya menjalani sanksi pidana. 

4. Kepada Masyarakat 

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi 

terkait kewajiban nafkah terhadap anak. Penelantaran anak bukan hanya 

pelanggaran moral, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenai 

sanksi hukum. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi secara 

berkelanjutan mengenai pentingnya pemenuhan hak anak dalam keluarga. 

5. Kepada Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam lingkup 

analisis terhadap satu putusan pengadilan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya 



 

 

 

diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih luas dengan membandingkan 

beberapa putusan atau menggunakan pendekatan empiris untuk melihat 

efektivitas penerapan sanksi penelantaran terhadap pemenuhan nafkah anak di 

masyarakat. Selain itu, kajian yang lebih mendalam terhadap integrasi hukum 

nasional dan hukum Islam juga sangat diperlukan. 
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